BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat diambil suatu kesimpulan :

1. Pengelolaan BMN pada satker BLU PPSDM KEBTKE KESDM studi kasus
pemindahtanganan barang hibah dari luar negeri sudah dilaksanakan sesuai
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, namun terdapat kendala dalam
proses penatausahaan BMN karena merupakan kasus penerimaan barang hibah
dari luar negeri yang pertama sehingga perlu kehati-hatian dalam
pelaksanaannya;

2. Barang hibah yang diterima oleh satuan kerja BLU merupakan pendapatan
BLU tanpa perlu melakukan pengesahan ke KPPN dan sesuai dengan PMK
202.PMK.05/2022 menyatakan bahwa Hibah Barang BLU tidak perlu disahkan
secara pendapatan kepada KPPN karena tidak memerlukan registrasi Hibah;

3. Pencatatan Hibah Barang telah dilaksanakan dengan input data hibah pada
modul asset jenis transaksi hibah masuk (103) dan modul persediaan jenis
transaksi hibah masuk BLU (M12) pada aplikasi SAKTI;

4. Teori yang diambil peneliti pada kasus pemindahtangan barang hibah dari luar
negeri pada satker BLU PPSDM KEBTKE yaitu teori manajemen aset oleh
Siregar (2004) dengan indikator manajemen aset meliputi inventarisasi aset,
legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA.

B. Saran
Untuk pelaksanaan pemindahtanganan BMN berupa barang hibah dari luar negeri
pada satker BLU PPSDM KEBTKE di lingkungan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral menjadi salah satu tantangan terutama dalam proses
pencatatan pada aplikasi SAKTI karena merupakan jenis pengelolaan BMN
pertama yang dilaksanakan oleh satker BLU PPSDM KEBTKE, maka peneliti

memberikan saran sebagai berikut :
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a. Banyak melakukan koordinasi dengan pihak pengguna barang dan Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk menghindari
kesalahan penginputan dan pelaporan pada aplikasi SAKTI;

b. Analisis BMN mengikuti diklat atau bimtek terkait Pemndahtanganan Barang
Milik Negara khususnya terkait pengelolaan Hibah BMN untuk menambah
pengalaman dan pengetahuan;

c. Menambah satu personil untuk jabatan Analisis Barang Milik Negara dalam
rangka mempercepat pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai
dengan Peta Jabatan Unit Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalaistrikan dan Energi Baru
Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral.
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